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BUPATI BUNGO,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal
Daeral, perlu melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta BDagan
Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo:

bahwa berdasarkan pertimbangsan sehagaimana
dimaksud dalam hurufl a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serti Bagan Struktur  Inspektorat Daerah kabupaten

Bungo:

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nemor 25) sebagaimana

lelali diubab dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat [T Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
2755);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5234) sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489();

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Penpgawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Peranglkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5880) sebagaimana telah



Menetapkan
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6302);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektoralt Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 35),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2019 Nomor 12},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKRTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

rmenjadi daerah otonom.
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kepala Daerah yang selanjuinya disebut Bupati adalah Bupati Bungp.

Daerah Otonom yang sclanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yvang mempunyai batas-batas wilayah vang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan mesyarakat setempat
menurut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi masvarakat dalam Sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Bungo,

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Inspekiur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

Sekretarial adalah sekretariat pada Inspektorat Daerah.

Sekretaris adalah sekretaris pada Inspektorat Daerah.

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.
Subbagian adalah subbagian pada Inspektorat Daerah.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan vang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam
suaty satuan organisas) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pacda
keahlian dan falau keterampilan tertentu serta bersifal mandiri.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penvelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat,

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada dacrah
otonom untuk melaksanakan scbagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjad] kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penvelengegaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah,
Kecamatan atau yvang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dan
Dacrah kabupaten/kota vang dipimpin oleh camat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan,.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan
vang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

19. Pengawasan.........c... o
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Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan kevakinan vang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata pemerintahan vang baik.

Auditor adalah jabatan vang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang uniuk melakukan pengawasan inltern pada instansi
pemerintah, lembapga dan/atau pithak lain vang didalamnya terdapat
kepentingan negara sesual dengan peraturan perundang-undangan, vang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil [PNS] dengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat vang berwenang.

Pengawas Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secars penuh oleh pejabat vang
berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan
teknis urusan pemerintahan di Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi vang dilakukan
secara independen, objektil dan profesional berdasarkan standar audit, untuk
meniled  kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisienst dan
keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/presentasi suatu
Kegiatan dengan slandar, rencana alau norma yang lelah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor vang mempengaruhi Keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam
mencapail tujuan vang telah ditetapkan.

. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah  yang terdiri atas audit aspck ckonomi, cfisiensi dan aspeck
efektivitas serta ketaatan pada peraturan,

Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yvang dilakukan dengan tujuan
khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit khusus,
investigasi, tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya
terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau
yang bersifat khas.

Audit Investigatil adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan
bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya
suatu perbuatan dan pelaku guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

28, Bevil....ovv..... B
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28. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan

(1)
(2)

(3)

i1

12)

(1)

bahwa Lkegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN
Pasal 2

Inspektorat  Daerah  merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur.

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan aorganisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2
avat (1}, terdiri atas:
d. Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2] Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3] Subbagian Administrasi dan Umum.

b. Inspektoral Pembantu membawahi Jabatan Fungsional;

1) Jabatan Fungsional Auditor;

2] Jabatan Fungsional PPLUPD; dan

3] Jabatan Fungsional Lainnya.
Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana fercantum  dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1V

TUGAS DAN FUNGSI

Paragrafl 1
Inspektorat Daerah

Pasal 4
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2] Inspektorat............. 7
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Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1)menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuwangan melalui
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

£

¢. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

¥

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

5 ®

dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian
keuangan daerah/negara, Inspektorat  Daerah  melaksanakan fungsi
schagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan
dari Bupati dan /atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
dan huruf ¢ terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah, mspekiur Dacrah  wajib  melaporkan kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Inspekiur

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayal (2) mempunyal tugas

memimpin  pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan  daerah  vang menjadi  kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur

mempunya fungs:

a, penvelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan penetapan program
kerja sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

b. penvelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan  dan
pengawasan;

c. penvelenggaraan koordinasi rencana pembinaan dan pengawasan,
penvusunan program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan dan
kegiatan operasional Pengawasan Intern;

d. penyelenggarasi. ... A
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d. penvelenggaraan hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;

e, penvelenggaraan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pembinaan dan pengawasan;
penvelenggaraan pemhbinaan administrasi dan pengadministrasian;

g. penvelenggaraan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, dan
LKj-PD;

h. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian
internal pemerintahan;

i. penyelenggaraan pelayanan informasi publik;

j. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. penyelenggaraan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan
mengenai pengawasan scbagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Daerah;

. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

m. penvelenggaraan pimpinan seluruh pelaksanaan tugas pokek dan fungsi
Inspektorat Daerah;

n. penvelenggaraan fasilitasi vang berkaitan dengan penvelenggaraan
program, kesekretariatan dan Inspekiur Pembantu; dan

o. penyelenggaraan fungsi lain vang diberikan Bupati sesual dengan
tugasnva.

Paragraf 3
Sekretarial

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh
seorang sekretaris yvang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

Sekretaris  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan pemhbinaan teknis dan administratif ke dalam semuoa unsur di

lingkungan Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (2] Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran
pengawasan, penyviapan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis
dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi

pencapaian kinerja;
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pelaksanaan pengelolaan keuangan;
pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga:
dan
¢. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesual dengan
tugasnya,
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas
subbagian vang menjalankan fungsi:

a. Perencanaan dan Keuangan;

b, Ewvaluasi dan Pelaporan; dan

. Administrasi dan Umum.

Pasal B

{1} Subbagian yang menjalankan fungsi perencanaan dan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan vang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

2] Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
aval (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program  kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan
rancangan peraturan  perundang-undangan, kerjasama  pengawasan, dan
dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi,
pembukuan dan pelaporan keuangan.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2] Kepala
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyad fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran [nspektorat
Daerah;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana program Rerja pengawasan,

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan  serta
pengelolaan dokumentasi hukum;

d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnva dan Aparat
Penegak Hukum; pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan
atas laporan pemeriksaan keuangan,

¢. pelaksanaan perbendaharaan;
pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

g. penvelenggaraan fungsi lain yvang diberikan atasan sesuai  dengan
tugasnya.,
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Pasal 9

Subbagian yang menjalankan fungsi evaluasi dan pelaporan scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
Evaluasi dan Pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekrelaris.

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] mempunvai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis,
evaluasi, pelaporan, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan
serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengowasan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penginventarisasian hasil pengawasan;

b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

¢. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi
pengawasan;

d. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindalk lanjut hasil pengawasan;

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kKinerja
Inspektorat Daergh; dan

{. penvelengparaan fungsi lain vang diberikan atasan sesuai dengan
LUEELSTIYVE.

Pasal 10

Subbagian yvang menjalankan fungsi administrasi dan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurif ¢ dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian
Administrasi dan Umum yang beracda di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan wrusan kepegawaian, tata usaha,
perlengkapan dan rumah  tangga, pengelolaan barang milik  daerah,
penyusunan bahan sistem  informasi manajemen  kepegawaian, dan
pengolahan dan penataan arsip naskah dinas,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

4. pelaksanaan administrasi kepegawaian,

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspekiorat;

. pelaksanaan urusan perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. pengkoordinasian..... ... 11
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pengkoordinasian pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan sesuai dengan
peraturan;

pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Inspektorat, meliputi
perencanaan  kebutuhan  barang,  pengadaan, pendistribusian,
pemanfaataan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan
pengendalian sarana dan prasarana;

penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan pegawal, potensi
dan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja
pegawsai;

pendistribusian  surat-surat dinas dan administrasi naskah sesuai
petunjuk dari Sekretaris; dan

penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesual dengan

tugasnya.

Paragrafl 4
Inspektorat Pembantu

Pasal 11

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) hurul b terdiri
dari:

(1]

(<]

(3)

Inspektorat Pembantu; dan

Inspektorat Pembantu Khusus.

Pasal 12

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dipimpin

oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

A,
b,

.

d.

Inspekiur Pembanou T,

Inspektur Pembantu II;
Inspektur Pembantu [II; dan
Inspekiur Pembantu IV.

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu [II, dan

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat [2) mempunyvai

tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan wurusan pemerintahan dacrah pada

perangkat daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur

Pembantu [, Inspektur Pembantu [, Inspektur Pembantu i, dan Inspektur

Pembantu IV menvelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kehijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana
tugas dan fungsi perangkat daerah;

. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. penyviapan  perumusan  kebjjakan dan  fasilitasi  pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparal Pengawas Internal
Pemerintah lainnyva;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

L. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

J.  Penyelenggaraan itugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan
bertanggung jawah kepada [nspektur.

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (1] mempunyai

tugas melaksanakan pengawasan terkaitl pencegahan korupsi, penanganan

pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Inspektur

Pembantu Khusus menvelengegarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kchijakan terkait pembinaan dan pengawasan
untuk pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan
perhitungan Kerugian negara,

b. perencanaan program pengawasan untuk pencegahan  korupsi,
penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan untuk pencegahian
korupsi, penanganan pengaduan, investigasl dan perhitungan kerugian
negara,
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d. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk
pencegahan korupsi, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan
kerugian negara;

e, pengawalan pelaksanaan program reformasi birolkrasi;

[. penvusunan laporan hasil pengawasan untuk pencegahan korupsi,
penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara; dan

g. penvelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan olch atasan,

Paragrafl 5
Kelompok Jahatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Auditor;

h. Jabatan Fungsional PPUPD; dan

c. Jabatan Fungsional lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyvai tugas melakukan kegiatan bidang
tenaga fungsional masing-masing sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lain  yang
diberikan olch atasan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesual kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesual dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB WV
TATA KER.JA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur, Sekretaris, Inspektur
Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Subbagian dan kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah  serta  instansi lain  diluar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pemimpin saruan organisasi wajib mengawasi ASN dibawahnya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah vang diperlukan,
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Setiap  pemimpin satuan  organisasi  bertanggung  jawab  memimpin,
mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas ASN dibawahnya.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawah pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan wvang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara

lungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 16

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu [,
Inspektur Pembantu 111, dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud
pada pasal 12 ayat (3) dan (4) dibagi herdasarkan wilayah kerja.

Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur,

BAE VI
JABATAN PERANGRAT DAERAH
Pasal 17
Inspektur merupakan jabatan eselon MLb alau jabatan pimpinan tinggi
pratame.
Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Inspektur Pembantu Khusus merupakan

jabatan eselon lll.a atau jabatan administrator,
Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN
Pasal 18

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus dan
Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i2) Bupati............. 13
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(2] Bupatu sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi  Inspektur
dan/atau Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan

Struktur Inspcktorat Kabupaten Bungo [Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal® — W — 2022

BUPATI Eﬂﬂﬂﬂf

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal # - 11 - 2022

BEKRETARIS D ATEN BUNGO,

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR #%
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